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Tentang
Pajak Penghasilan

Pemohon . Prof. Moenaf Hamid Regar

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Perkara . Pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 7 ayat (3),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17
ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf ¢, Pasal 17 ayat (2) huruf
d, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal
22 ayat (1) huruf ¢, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (8) UU
36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU 7/1983 tentang
Pajak Penghasilan terhadap Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Amar Putusan . Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan . Kamis, 11 Maret 2010

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga adalah seorang
akademikus yang dikenakan beban kewajiban membayar pajak penghasilan sebagaimana
yang diatur dalam UU 36/2008 juncto UU Nomor 17/2000 juncto UU Nomor 10/94 juncto UU
Nomor 7/91 juncto UU Nomor 7/83 Pemohon merasa sangat berkepentingan dan dirugikan
hak konstitusionalnya oleh sejumlah materi/muatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian a quo;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah
pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14
ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf ¢, Pasal 17 ayat
(2) huruf d, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (1) huruf c,
Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (8) UU 36/2008 terhadap Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon;

Bahwa dalam pertimbangan mahkamah meyatakan terdapat dua hal penting yaitu
prinsip ‘the rule of law’ dan prinsip ‘fungsi hukum’ (legal function). Masalahnya adalah
bagaimana dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, kedua prinsip tersebut dapat
berjalan seimbang, artinya dalam masyarakat yang serba kompleks ini prinsip the rule of law
tetap menjadi landasan dalam upaya mencapai tujuan negara yang harus memenuhi
kepentingan umum secara efisien, cepat dan pantas (sensibly). The welfare and regulatory
state is state commited to programs, government is a problem solver, as well as the guardian
of law. Kenyataannya, semakin negara dapat memenuhi tuntutan (demands) masyarakat
semakin bertambah pula tuntutan masyarakat yang acap kali tidak seimbang dengan



kemampuan negara untuk memenuhinya (state action creates expectation, demands increase
faster than the systems’s ability to meet them). Harapan masyarakat tumbuh secara konstan.
Pola pertumbuhan ekspektasi masyarakat seperti halnya pola pertumbuhan kepentingan
sangat sulit berubah, hal ini seringkali menuju pada situasi keadaan kritis sehingga ‘modern
welfare state is ungovernable’. Meningkatnya harapan masyarakat secara eksesif tidak selalu
dapat dipenuhi oleh negara, seiring pula dengan tidak selalu tersedianya kebutuhan negara
akan peraturan perundang-undangan sebagai sarana dan landasan pemenuhan tuntutan
masyarakat tersebut. Seringkali lahir suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
mendahului lahirnya Undang-Undang, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah lahir lebih dahulu dari Undang-Undang tentang
Hak Milik. Padahal baik ketentuan pembebasan tanah maupun pengadaan tanah seringkali
menyangkut hak milik atas tanah yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Hal itu semata-mata untuk memenuhi
kebutuhan negara mendapatkan landasan hukum vyang diperlukan, karena proses
pembentukan peraturan di bawah Undang-Undang lebih cepat dibandingkan proses
pembentukan Undang-Undang. Melalui pendelegasian wewenang kepada peraturan yang
lebih rendah (delegated regulations), maka tercapainya tujuan (doelmatigheid) untuk
memenuhi tuntutan masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Pendelegasian wewenang
tersebut merupakan hal yang lazim dan dibolehkan dalam penyelenggaraan negara, oleh
sebab itu tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa isu hukum kerugian konstitusional terkait dengan pengenaan pajak sebagai
akibat pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), tidaklah beralasan
hukum, karena pelimpahan pengaturan tersebut merupakan delegasi kewenangan yang sabh.
Selain itu, pengujian terhadap peraturan tersebut bukanlah kewenangan konstitusional
Mahkamah. Memang tidak mustahil dapat terjadi pada suatu negara yang pemerintahannya
otoriter, muncul Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
yang bertentangan dengan UUD, sehingga pasal yang bersifat demokratis dibelenggu oleh
ketentuan yang lebih rendah yang otoriter (nucleus of norms, be surrounded by corona of
highly oppressive norms, imposed upon the people as a whole). Misalnya, kebebasan pers
seperti yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat diberangus dengan Keputusan Menteri
jika kepentingan penguasa terganggu (press censorship). Namun di dalam tata hukum
Indonesia sudah ada mekanisme judicial review, sehingga seandainya pun terdapat Peraturan
Pemerintah yang mengandung ketidakadilan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka
bagi Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan terbuka peluang untuk mengajukan
pengujian materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung;

Bahwa Mahkamah sependapat dengan ahli Philipus M Hadjon yang menyatakan
bahwa pendelegasian wewenang merupakan hal yang wajar apabila dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU 36/2008. Pendelegasian di sini bukan
pendelegasian penetapan tarif karena tarifnya sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU
36/2008, yang didelegasikan adalah suatu diskresi. Bagi Pemerintah yang memperoleh
kewenangan untuk memilih kebijakan yang berkaitan dengan tarif melalui delegasi, akan tetapi
bukan delegasi blanko, karena ada batasannya. Sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi,
sebetulnya delegasi ini tidak melanggar ketentuan UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal
yang diujikan konstitusionalitasnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



